
2. Undang ... 

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan 
Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom 
di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 2907); 

c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan huruf b di atas, 
perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Merauke; 

b. bahwa Aparatur Sipil Negara pada Sekretariat Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah Kabupaten Merauke memiliki beban kerja yang 
membutuhkan ketelitian dan kecermatan serta tanggungjawab 
yang lebih besar baik padajam kerja normal maupun di luar jam 
kerja, serta konsekwensi hukum sesuai ketentuan Peraturan 
Perundang-undangan sehingga di pandang perlu untuk di 
berikan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 
kepada Pejabat dan Pegawai pada Sekretariat Dewan dimaksud 

a. bahwa berdasarkan Ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 
58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelola Keuangan Daerah dan Pasal 39 ayat ( 1) Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman 
Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat 
memberikan Tambahan Penghasilan kepada Aparatur Sipil 
Negara Daerah berdasarkan pertimbangan beban kerja, tempat 
tugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja dan/ atau 
berdasarkan pertimbangan obyektif dengan mernperhatikan 
kemampuan keuangan Daerah dan memperoleh Persetujuan 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan Peraturan 
Perundang-undangan yang berlaku; 

BUPATI MERAUKE, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

Mengingat 

Menimbang 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MERAUKE NOMOR 23 TAHUN 2022 
TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN 

KERJA KEPADA APARATUR SIPIL NEGARA PADA SEKRETARIAT 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN 

MERAUKE TAHUN ANGGARAN 2022 

TENT ANG 

PERATURAN BUPATI MERAUKE 
NOMOR 82 TAHUN 2022 

BUPATI MERAUKE 
PROVINSI PAPUA 

SALINAN 



9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelola 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6322); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 ten tang Disiplin 
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5135); 

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Antara 
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 ten tang Administrasi 
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia N omor 5601); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Ten tang Aparatur Sipil 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
N omor 5494); 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234); 

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 ten tang Otonomi 
Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terkahir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 
2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 
Tahun 2001 ten tang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua 
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6697); 
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Ketentuan dalam Peraturan Bupati Merauke Nomor 23 Tahun 2022 
tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 
Kepada Aparatur Sipil Negara pada Sekretariat Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah Kabupaten Merauke Tahun Anggaran 2022, terhadap 
Pasal 3 huruf d diubah dan ditambah Satu angka untuk Golongan 
IV dengan besaran Rp. 2.500.000,-/bulan. 

Pasal 1 

Menetapkan: PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MERAUKE NOMOR 23 
TAHUN 2022 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN 
BERDASARKAN BEBAN KERJA KEPADA APARATUR SIPIL NEGARA 
PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
KABUPATEN MERAUKE TAHUN ANGGARAN 2022. 

MEMUTUSKAN: 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Merauke Nomor 9 Tahun 2014 
tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Merauke Tahun 2014 Nomor 9); 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Merauke Nomor 2 
Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 2) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Merauke Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan 
Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang 
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Merauke Tahun 2017 Nomor 5); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang 
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
80 Tahun 2015 ten tang Pemberntukan Produk Hukum Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 
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A.VICTOR KAISIEPO,SH.,M.Kn 
19740507 200112 1 003 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM, 

BERITA DAERAH KABUPATEN MERAUKE TAHUN 2022 NOMOR 82 

CAP/TID 
RUSLAN RAMLI 

Diundangkan di Merauke 
Pada tanggal 20 Juli 2022 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MERAUKE 

Ditetapkan di Merauke 
pada tanggal 20 Juli 2022 
BUPATI MERAUKE, 

CAP/TID 
ROMANUS MBARAKA 

Agar setiap orang rnengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 
Merauke. 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Pasal 2 
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